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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dengan memperhatikan hasil evaluasi jabatan di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan  berdasarkan  persetujuan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, sehingga perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei

2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan
Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi
Nasional,

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3

November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14

April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);

. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi

Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal

9 September 2014;

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
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Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);

10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi
Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 208);

12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);

14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);

15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang
Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
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1. kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran [;

2. kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;

3. kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menterti ini.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang menduduki jabatan fungsional umum sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan ke dalam jabatan dan kelas
jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1447), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO. JABATAN KELAS
JABATAN

1. | Sekretaris Jenderal 17
2. | Direktur Jenderal

3. | Inspektur Jenderal

4. | Kepala Badan

5. | Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

6. | Staf Ahli Menteri 16
7. | Kepala Biro

8. | Sekretaris Direktorat Jenderal

9. | Direktur
10. | Sekretaris Inspektorat Jenderal 15
11. | Inspektur
12. | Sekretaris Badan
13. | Kepala Pusat
14. | Kepala Balai 13
15. | Kepala Museum Geologi
16. | Kepala Bagian 12




